E)GI NEWS Nl

#N\ OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

Kementerian PPN/
Bappenas

DIPLOMAS| MULTILATERAL
INDONESIA DI TENGAH COVID-19

Gambar 1: ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Sumber: Kementerian Luar Negeri RI.

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
Kementerian Luar Negeri Rl mengadakan rangkaian
webinar Saga Multilateral. Webinar pertama
diadakan pada tanggal 30 April 2020 siang dengan
tema “Diplomasi Multilateral Indonesia di Tengah
COVID-19". Webinar ini bertujuan untuk memberikan
informasi  terkait keuntungan dan tantangan
diplomasi multilateral yang dilakukan Indonesia di
saat pandemi COVID-19.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Febrian A.
Ruddyard, membuka webinar ini dengan
menyampaikan poin-poin penting terkait diplomasi
multilateral Indonesia. Diplomasi multilateral
memiliki cakupan lebih luas karena melibatkan lebih
dari tiga negara dan lebih dari satu kawasan. Oleh
karena itu, tingkat kesulitan dalam mencapai
negosiasi lebih tinggi. Masa pandemi COVID-19 ini,
menurut beliau, adalah moment of truth bagi kerja
sama multilateral dunia karena setiap negara
mengalami tekanan berat tapi tetap harus
memegang prinsip kesetaraan dan keadilan dalam
berdiplomasi. Dengan kata lain, suatu negara tidak
bisa berfokus pada penyelesaian masalah di
negaranya saja. Negara-negara yang tergabung
dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus

mengedepankan bantuan bagi negara yang paling
membutuhkan. Selain itu, pandemi ini mengajarkan
PBB untuk belajar membuat kerja sama yang
mengacu pada masa depan. Selama ini, kerja sama
hanya didasarkan pada sejarah masa lalu saja. Oleh
karena itu, beliau menyimpulkan, ada dua hal yang
perlu ditekankan dalam kerja sama multilateral saat
ini yakni bagaimana negara-negara menghadapi
pandemi dan memastikan perekonomian berjalan
normal wusai pandemi berakhir. Mekanisme
multilateral untuk menjamin akses bagi negara
lemah dalam mendapatkan vaksin harus digalakkan.

Selanjutnya, pembicara pertama yakni Kamapradipta
Isnomo, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi
Internasional Negara Berkembang menyampaikan
bahwa sebagai anggota PBB, Indonesia menggagas
resolusi “Global Solidarity to Fight COVID-19" dengan

co-sponsor sebanyak 188 negara. Resolusi ini
mendorong kerjasama multipihak untuk
menanggulangi pandemic  COVID-19  melalui

pertukaran informasi, pengetahuan, dan praktik
terbaik serta mengikuti petunjuk dan arahan yang
direkomendasikan oleh World Health Organization
(WHO).
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Gambar 2: Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb/4726303.html

Selain itu, Indonesia mengikuti skema kerja sama
WHO Solidarity Trial dengan keuntungan berupa
akses terhadap alat pelindung diri, obat dan vaksin
COVID-19. Saat ini, WHO mengembangkan 120 tipe
vaksin, tapi hanya 6 tipe yang masuk proses uji klinis.
Satu dari 3 obat sedang diujicobakan di 22 Rumah
Sakit Indonesia yang mengikuti WHO Solidarity Trial.
Di luar skema WHO, PT Biofarma bekerja sama
dengan lembaga lain seperti LIPI dan Eijkman
Institute untuk mengembangkan plasma. Selama ini,
Indonesia juga telah berkontribusi dalam bidang
kesehatan di dunia karena PT Biofarma telah
memproduksi 14 tipe vaksin yang telah diakui oleh
WHO dan didistribusikan ke dunia. Beliau juga
menyampaikan bahwa terdapat 22 Warga Negara
Indonesia yang bekerja di WHO sehingga Indonesia
juga memiliki kepemilikan di organisasi
internasional.

Pembicara ketiga adalah Hari Prabowo, Direktur
Perdagangan Komoditas, dan Kekayaan Intelektual,
memaparkan bahwa ekonomi global akan turun
sekitar -3% sementara ekonomi Amerika Serikat
akan turun sebesar -5%. Saat ini, perekonomian
Indonesia melambat tapi masih tumbuh sebesar

2,2%. Saat ini, ada dua langkah utama
penanggulangan COVID-19 dalam kerja sama
perdagangan internasional. Pertama, Indonesia

harus memastikan arus perdagangan tetap berjalan
dengan mendorong UMKM dan ekonomi digital serta
memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Ekonomi digital saat ini merupakan salah satu sektor
prioritas di dunia internasional sehingga pemerintah
Indonesia berusaha sekuat mungkin untuk
mendukung apa yang dilakukan di sektor riil. Kedua,
Indonesia mengikuti global solidarity for medicine

supply and vaccine research yang mencakup kerja
sama dalam pengumpulan data, pengetahuan, dan
teknologi.

Selanjutnya, Agustaviano Sofjan sebagai Direktur
Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup.
Beliau menjelaskan dampak pandemi COVID-19
terhadap pencapaian SDGs di Indonesia melalui 17
goals dan 169 target yang sedang dijalankan.
Terdapat kekhawatiran apabila penanganan pandemi
tidak menyeluruh maka target SDGs tidak dapat
dicapai secara maksimal. Oleh karena itu terdapat 3
pilar yang harus di soroti. Pertama, untuk pilar
ekonomi, Pemerintah Indonesia merespon dengan
kebijakan yang mendahulukan kemanusiaan
daripada ekonomi. Untuk pilar sosial, Indonesia
meningkatkan investasi di bidang perlindungan
sosial dan kesiapsiagaan darurat. Terakhir, untuk
pilar lingkungan hidup, pemerintah tetap menjaga

dan mengkonservasi lingkungan hidup untuk
keseimbangan ekosistem.
Pembicara selanjutnya adalah Grata Endah

Werdaningtyas yang merupakan Direktur Keamanan
Internasional dan Perlucutan Senjata. Beliau
menjelaskan situasi kemanusiaan semakin buruk
karena ada aktor yang berusaha memanfaatkan
situasi pandemi untuk meningkatkan konflik. Wilayah
konflik rentan menjadi episentrum pandemi
COVID-19 yang baru. Pemerintah Indonesia dalam
Dewan Keamanan PBB terus mendukung gencatan
senjata global sesuai resolusi PBB. Agenda sidang
juga tetep dilakunan melalui fasilitas teleconference.
Indonesia tetap menjalankan mandat misi
perdamaian PBB dengan mendukung otoritas
nasional dalam mengatasi pandemi, melindungi
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Gambar 3: Dirjen Multilateral Kemlu Dan OKI Bahas Kerjasama Bidang Kesehatan
Sumber: Kementerian Luar Negeri RI

Direktur HAM dan Kemanusiaan, Achsanul Habib, melanjutkan diskusi dengan memaparkan isu kemanusiaan
di tengah pandemi COVID-19. Penyelesaian COVID-19 harus dilakukan dengan menekankan perlindungan HAM,
akses kesehatan, dan kesetaraan. Menghadapi hal ini, mekanisme HAM juga telah disesuaikan dengan
menyediakan platform digital. Namun, ada tantangan yang dihadapi dalam konteks multilateral. Saat ini,
xenophobia dan rasisme muncul kembali karena ada stigma buruk terhadap orang Asia akibat kemunculan
COVID-19 di Republik Rakyat Tiongkok. Selanjutnya, terkait isu pelepasan tahanan, Indonesia mengikuti seruan
global pada tanggal 25 Maret 2020 untuk melepaskan tahanan agar penjara yang kelebihan kapasitas tidak
menjadi pusat pandemi. Negara lain yang telah melepaskan tahanan antara lain Turki, Amerika Serikat, Inggris
dan India. Terkait pencari suaka yang merupakan kelompok rawan, Indonesia telah membuat satuan tugas
penanganan serta bekerja sama dengan pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM. Pencari suaka di Indonesia
sudah mendapat penyuluhan dan alat pelindung diri seperti masker serta himbauan yang dicetak dalam
berbagai bahasa. Gelombang pengungsi di Indonesia menurun karena ada percepatan repatriasi dan
penempatan di negara lain. Terakhir, terkait pembatasan HAM dalam beribadah, pemerintah Indonesia
mengeluarkan peraturan dengan mengutamakan kesehatan karena virus tidak bersifat diskriminatif tapi
dampaknya sangat diskriminatif.
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